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Nomor 503/ 0035/1

lenngan 1211
h, bahwa untuk Pelaksanaan/ Penvelenggaraan Lembaga Pendidikar
Kanak-Kanak Yayasan Pendidikan Annisa Londut, TK .—"'.nr‘::‘-sj
NIB 0709220069927, dalam kegiatannya perld menda ,:
ndirian Pendidikan Taman Kanak-Kanalk: pa

.:\-JI'.J‘.JJJ
dengan
perpanjangan [zin Pe
arkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu
Utara tentang [zn Pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak Yayasan

pendidikan Annisa Londut, TK Annisa;

bahwa berdas

Undang-Undang Nomor 20 'T'a_huq 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Mengingat .

Undang-Undang NomoT 73 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4869]};

bd

Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 WNomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4 Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daeral
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undan
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembars
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar:

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan A
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan ¢
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indon:
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repu

Indonesia 5157);
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a Nomor 13 Tahun 2022 lentang

Penzinan Berusaha Berbasisg

Bupati Labuhanbatu Utar
Dinas Penanaman Modal dan

Pendelegasian Kewenangan Pelayanan

Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala = i’ _ .
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita

j_"]ﬂr'I'E_Lf] I{'.-_I]'_'JLIPE”.LLII L,al‘:Llhi-iIlbaT-U 'L_J[.E.!.[_q;l ldhl_'.llu .._{_.'1'~ \. JITLOT .5-,_'1-._][.
2 Tahun 2020 tentang

12 Peraturan

Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor .
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Penzinan Secara
Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah

Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020 Nomor 266):
Utara Nomor 503/106/DPM-
Pembenan

13.

14, Keputusan Bupati Labuhanbatu
PPTSP/2018 tentang Pembentukan Tim Kerja Teknis
Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Labuhanbatu Utara:

a, Surat Permohonan Perpanjangan Pendirian Yayasan Pendidikan
Annisa Londut, TK Annisa yang berada di Dusun II Londut
Kelurahan/Desa Perkebunan Londut Kecamatan Kualuh Hulu
Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor - tanggal 8 September 2022
tentang Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian Pendidikan Taman

Kanak-Kanak;

Memperhatikan

b. Berita acara pemeriksaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten

Labuhanbatu Utara Nomor 421.9/159 PAUD dan PNF /2022 tanggal
27 September 2022;

¢. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara
Nomor 421.9/160.PAUD & PNF/2022 tanggal 25 November 2022

Perihal Rekomendasi Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Pendidikan
Formal;
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Nama Satuan Pendidikan i ANN
Program Satuan Pendidikan Faman Kana
KBLI [ \
IRa lan Dusun Il Londu
Kel./Desa Perkebunan Londual
Kec. Kualuh Hulu

KEDUA - Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak Kanak sebagaimana dimaksyd
pada Diktum KESATU, berlaku sejak tanggal 29 Movember 2022 sampai
- Aked L

dengan tanggal 25 November 2025.

KETIGA lzin Pendirian Pendidikan Taman Kanak - Kanak ini sekaligus mienjadi Izin
Operasional dalam men}rclcnggarakﬁﬂ Pendidikan lTaman Kanak - Kanak
sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT Pimpinan lembaga Pendidikan Taman Kanak - hanak wajib menyampaikan

laporan hasil kegiatan setiap bulan kepada kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dicabut oleh Dinas
Terpadu Satu Pintu Kabupater

KELIMA
Penanaman Modal dan Pelayanan
Labuhanbatu Utara apabila bertentangan dengan ketentuan dan peratura
yang berlaka dan atau tidak sesuai pada Diktum KESATU.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditctapkan, dan apabi
dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperba;
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Damuli Kebun
Pada tanggal 25 November 2022
a.n. BUPATI LABUHANBATU UTARA
‘KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
NIP. 196/3080 198602 1 002
husan Kepada Yth :

pati Labuhanbatu Utara sebagai laporan;
nala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
\ala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara.
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